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BUPATI LUWU TIMUR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 

NOMOR   19   TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LUWU TIMUR, 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 47 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga 

Satuan Tahun Anggaran 2025; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4270); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Luwu Timur Nomor 142); 

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2022 

tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 29); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

TAHUN ANGGARAN 2025. 

 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 

2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

4. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit Barang/Jasa 

yang berlaku di Daerah. 

5. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan atau dirnanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

6. Jasa adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu 

diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau 

yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau 

keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di 

dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 

pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat 

rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai 

dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.  
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8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

 

Pasal 2 

(1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

(2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan RKA SKPD; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan 

belanja Daerah. 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan  

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat 

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya 

kenaikan harga pasar. 

 

Pasal 3 

(1) Standar Harga Satuan meliputi: 

a. satuan biaya honorarium; 

b. satuan biaya perjalanan dinas; 

c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan diluar kantor; 

d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;  

e. satuan biaya pemeliharaan; dan 

f. satuan harga barang dan jasa. 

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal 4 

Standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) huruf f, yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati 

ini, disesuaikan menurut harga/tarif pasar secara nyata, hemat, wajar, dan 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Timur. 

  

 

Ditetapkan di Malili 

pada tanggal 26 Juni 2025 

BUPATI LUWU TIMUR, 

 

         ttd 

 

IRWAN BACHRI SYAM 

 

 

 

Diundangkan di Malili 

pada tanggal 26 Juni 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

 

       ttd 

 

BAHRI SULI 
 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 19 


